Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dengan mempertimbangkan penggunaan aéraga listrik

yang pada saat ini hampir dinikmati segenap lapisa@syarakat,
maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap pajairgngan jalan
yang dipungut di Kota Pasuruan;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undangutii&pindonesia

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribaerah,

maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 T200@ tentang
Pajak Penerangan Jalan perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarekslioh pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan DaerahangntPajak

Penerangan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tah@B4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil thwa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No®0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&iby, 5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 188itang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Insiandahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republiloniesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1888ang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaragand
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3566) sebagaimalad t diubah
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18uifa2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Moo,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoS#4)3
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun71&htang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Né&ggyablik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaragande
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telaiubath yang
kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonésmor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia TaBQ00
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslanfdomor
3987);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun9l&htang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas damupkip Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesiaui 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indansdsmor
3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun4d2féhtang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20040Nd25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimbaia dribah
yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik lagian Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indon€&alaun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandsmor
4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun42@htang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dareridéahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud 20omor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNd438);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun92@htang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nedgepublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaragafd
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun92f#htang
Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indg@ndahun 2009
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslandomor
5052);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahunl2f&htang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembhiegara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahamhagan
Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46uifal982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daeralgkdi Il
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia T4®&2 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN8@v 1);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2huifal983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahut f&8ang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Insian&ahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republioniesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan PamaRemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembarangaxee
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58uifa2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran &edapublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaraganfd
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38uifa2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembargaral&epublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaragande
Republik Indonesia Nomor 4738);
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Menetapkan :

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78uia2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penygebanyg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &si@nTahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubtlonesia
Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68uifa2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan mh&amiungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nedgepublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaragand
Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9huifa2010
tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut BerdasaBRenetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pafjakmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 T&0Q0v tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan aeRduundang-
undangan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&6tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimatea dielbah
yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam iNédgemor 21
Tahun 2011,

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 200fang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemiatin Kota
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun R@@Bpr 02,
Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 280fang
Pokok—pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaesmmab Kota
Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telddaldidengan
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010;

22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 280tng
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaraprdba Kota
Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
— Dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perdndkarah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

4. Pejabat adalah pejabat pada dinas pendapatahdae
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya gksin PLN adalah
Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan dan dariAgsuruan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan puglipembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang puewyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuanndang-
undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan  mudairi
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penertesarnya pajak
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada WajijakPaerta
pengawasan penyetorannya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modaj yaerupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yaag tieelakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroamariditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUM{ju badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalanukeapa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutyzrkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial kpo#itau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termisuokak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sedundang
dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikamuk segala macam
keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang digakuntuk komunikasi,
elektronika, atau isyarat.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas peraygtenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri mapun diperoleh damiser lain.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang seatgajutdisingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakatuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajajek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan jk&amasesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganaepalaerah.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutrsiagiat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telakutan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengaia ¢ain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk \blahkota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yae@njutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yarementukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajaknlph kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi admirnistdan jumlah
pajak yang masth harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Thambha yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketmtapajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang tefetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selapa disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentuikalah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak p&gak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, gatanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentykanlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah krediakp#gbih besar
dari pada pajak yang terutang atau seharusnyatgdatang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnsiagkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau saa#@siinistratif
berupa bunga dan/atau denda.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputuyang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,atiun/kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peratpemndang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Femeritahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Bwtatapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daenaiany Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, {etdtapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak DaerahatSkieputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputasas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Betatapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B&yaat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat KetetBpgak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayaguaterhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yamgkdn oleh
Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakakeim Wajib Pajak
atau penanggung pajak terhadap suatu keputusandggaj diajukan
banding berdasarkan peraturan perundang-undangpanjekan yang
berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan ilzeradpajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatang gaukan oleh
Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan ykakykdn secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi kgaanyang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan deydy serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasaditatup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laladsamugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mepghimian mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakaara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksadnk umenguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah retaibusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanak@tentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daeraletdéoisi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakaerah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehyiéi&n untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan hktkktmembuat
terang tindak ptdana di bidang perpajakan daerahrdaibusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Rasaruan.

BAB I1
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut p#gak pgnggunaan
tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupan sumber lain.

(1)
(2)

Pasal 3

Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik Bang dihasilkan
sendiri maupun dari sumber lain.

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana aksud pada ayat (1)
meliputi seluruh pembangkit listrik.
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(3) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jaabagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi PemerideahPemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kota;

b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan seneingdn kapasitas
15 KVA yang tidak memerlukan izin dari instansinekterkait; dan

c. penggunaan tenaga listrixang khusus digunakan untuk tempat
ibadah, yayasan panti jompo, dan yayasan anak lyarkgbutuhan
Khusus.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yapatdmenggunakan
tenaga listrik.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yanggounakan
tenaga listrik.

(2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumben, |[AVajib Pajak
adalah penyedia tenaga listrik.

BAB I11
DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalahJd#kiTenaga
Listrik.
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pagat (1)
ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber laiangan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumbdihan biaya
beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWéisehryang
ditagihkan dalam rekening listrik.

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nildual Tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedragkiat penggunaan
listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan hargatuan listrik
yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 7

(1) Tarip Pajak Penerangan Jalan ditetapkan palingitisgbesar 9 %
(sembilan persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain olelstrd pertambangan
minyak bumi dan gas alam, tarip Pajak Penerangkam htetapkan
paling tinggi sebesar 3 % (tiga persen);

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan senBajak Penerangan
Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 % (satoa lima persen);.
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Pasal 8

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dergaa mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan desger@an pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Pasoiru

BABV
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(satan kalender.

Pasal 11

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi peatapsnggunaan tenaga
listrik atau sejak disampaikan SPTPD atau seja&nieky listrik diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kidsislengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh WaplpakP atau
kuasanya.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hdisempaikan
kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hagtelah
berakhirnya masa pajak.

(5) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yangtéeng berdasarkan
SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan pengsanp SPTPD,
SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur lebih lanjut dengBeraturan
Walikota

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah sa@mtangnya pajak,
Walikota dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau kegaratain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikotiamajangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara terttiiak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukéamda
surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhijagayang
terutang dihitung secara jabatan.
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(@)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau datag semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jupdgk
yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama tmgsa dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang daak ada kredit
pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalaR[3&B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angkdik&nakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dwaep) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat yhlbauntuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ditgtisejak saat
terutangnya pajak.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam PCBBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenadenksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (serpirsen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat qak tdikenakan jika
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukamdakan
pemeriksaan.
Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sdbsgs dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksirastmatif berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dakokp pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga seb2%ar(dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau teskndibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bul#ntung sejak
saat terutangnya pajak.

BAB VIlII
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

Walikota dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurahgydir;

b. dari hasil penelitan SPTPD terdapat kekurangembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif parlbbounga dan/atau
denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarRD5EBebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditamib@igan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persetiap bulan

untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saatangnya pajak.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputus@mbetulan,

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, iyeemyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupd&sar penagihan
pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu pdanta 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.

Walikota atas permohonan Wajib Pajak setel@menuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepddgb Pajak

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaffamlelikenakan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
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3)

(1)

(2)

(1)

(2)
)

(4)
(5)

(6)

(1)

(2)
®3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara @m@tan, penyetoran,
tempat pembayaran, pengangsuran, dan penundaaraysa pajak
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB,SKPDKBTPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Rl#usan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh WajijalP pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksandlerdasarkan
peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan haepada Walikota atau

pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketigaasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakazhda

Keberatan diajukan secara tertulis dalam kmhaslonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktinggdama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan @@mungutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jikgbWRajak dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat rmlbe karena

keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pagd&ht membayar paling

sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratangséinana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4ktidianggap sebagai

Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diveokah Walikota atau

pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman suediekatan melalui

surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan leberatan.

Pasal 18

Walikota dalam jangka waktu paling lama 12gdelas) bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberiutkspn atas
keberatan yang diajukan.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat laemgnerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnyaypajg terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud jpgda (1) telah lewat
dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, kebergang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bgndianya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai kaiveya yang
ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pgata(B) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengaanayasg jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan ditaridilampiri salinan
dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkanjikawanembayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggadrpigan Putusan
Banding.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan rgandikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayarak péambalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (duanpeedaulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayadliifitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atakaloulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa déersebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkepukusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebeluengajukan
keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonandiog, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima pujodrsen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau llikean sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa diesebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan sBatuBanding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibagbelum
mengajukan keberatan.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANK S
—  ADMINISTRATIF

Pasal 21

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabgts Walikota dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahigs dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapanntkete tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakanhdaera

(2) Walikota dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admiifisberupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang mneperaturan
perundangundangan perpajakan daerah, dalam hasi S@n&ebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bulkamena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKB#&u a
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
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®3)

(1)
(2)

®3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(@)

@)

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapagak pgang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai deng#éam ¢ara yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasagdimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertetjek
pajak.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sadksinistratif dan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sefzagaidimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajakatl mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 12gdelas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganbda Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membdelaitusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pagat (2) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu kegpanm,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak diangigaputkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu pallama 1 (satu)
bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak rga kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayalar(@jung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utBagak tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebaga dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palamgd 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Palakuttan setelah lewat
2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bundzesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaranhaiebembayaran
Pajak.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayargak Peebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturarkdtali

— BAB XIlI1
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadiakesvarsa setelah

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saattangnya Pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidadia bidang

perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimagada ayat (1)

tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paitag;

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, lbagsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Suraksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa peaagilhitung sejak

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
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(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung selmgaidimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadgeamenyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasingpada
Pemerintah Kota Pasuruan.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuarmp@ionan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan kebedatarWajib
Pajak.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan ompading sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahwajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran ednserta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksucyetdd) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untakguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangkaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atatatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempataéagan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamcar
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengaritPanaWalikota.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pennuRgjak sebesar 5
% (lima persen) atas dasar pencapaian kinerjantarte

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayalirhaksudkan
untuk meningkatkan:
a. kinerja SKPD;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
c. pelayanan kepada masyarakat
d. pendapatan daerah;

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada &ayatlifetapkan
melalui APBD.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayatlijayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak teea insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulankugnya yang telah
mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
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(6)

(7)

(1)

(2)

@)

(4)

(5)

(6)

(1)

(@)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun angg@emerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudahaygitkan untuk
triwulan sebelumnya.

Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksad pyat (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

Setiap pejabat dilarang memberitahukan keppithak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadasigh Wajib
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya umtekjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaleaard

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (Bkbguga terhadap

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk mentbadalam

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undampgapajakan
daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diodiksada ayat (1) dan

ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak selsajai atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkah Kepala Daerah
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembegmara
atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukarefqiksaan
dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenargniveri izin tertulis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayatiiljedaga ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar membekidamangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wdpajak kepada
pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilalandaperkara pidana

atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengdonH Acara

Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat ragmikin

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pgda (&), dan

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)k unemberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangarjilM@ajak yang
ada padanya. —

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat h@byis

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugatakgt® yang

diminta, serta kaitan antara perkara pidana afgerdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungamerintah Kota
Pasuruan diberi wewenang khusus sebagai penyidik unelakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daesgebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ageibat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah K&asuruan yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai derkg@entuan
peraturan perundang-undangan.
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(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada gyatiélah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketgna atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidampajskan
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut méstpdul lengkap
dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nmengarang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan gdalgukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang giiriiu badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakarah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkertdEgan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baharti buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta nkalaku
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksahagas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Diaera

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sed#aggbang dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokuaeg gibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindalangid
perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridsa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgsanyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan IRetrisesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) méathe&an
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pekgithya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Nag&tepublik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatumddizdang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak raemaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan nigama Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lasatli) tahun atau
pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah lpagautang yang
tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menydapaSPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap aelampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan nigama Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling larf@u&) tahun atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlghkpterutang yang
tidak atau kurang dibayar.
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Pasal 30

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olehlikdi@m yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasialibsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) aiygiclengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana algading banyak
Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olehlikbi® yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorgagg
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabatagamana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) aiygiclengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana deadlag banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaiaiareksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan oraagg y
kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada (ayatlan ayat (2)
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepenting@badi
seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karerdijaiikan tindak
pidana pengaduan.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Basalat (1) dan
ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeralsépanjang mengenai
teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut defgaturan Walikota.

Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku mekatitan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Perarankalan
(Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 1998, Nomo6é&2 A) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyrelagngan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramab#&eta Pasuruan.
Ditetapkan di  : Pasuruan
pada tanggal : 30 April 2011
WALIKOTA PASURUAN
Ttd,

HASANI
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Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal . 20 Desember 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN
Ttd,
Drs.H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011
NOMOR 27

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002
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PENJELASAN ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiggiyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan faglifalik. Oleh karena itu diperlukan
adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap sumbeeisiabdapatan Asli Daerah baik
berupa penyesuaian tarif maupun ketentuan regydagj mengatur tata cara pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik led@aNomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yapgcabut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentangkPagerah dan Retribusi Daerah dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 TahurD2@@ka Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Persaradiadan perlu diganti.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Adanya pengertian tentang istilah dalamasalp ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah ta&sirshlah
pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasall-pa
dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2 . Cukup jelas
Pasal 3 . Cukup jelas
Pasal 4 . Cukup jelas
Pasal 5 . Cukup jelas
Pasal 6 . Cukup jelas
Pasal 7 . Cukup jelas
Pasal 8 . CukupHelas
Pasal 9 . Cukup jelas
Pasal 10 . Cukup jelas
Pasal 11 . Cukup jelas
Pasal 12 . Cukup jelas
Pasal 13 . Cukup jelas
Pasal 14 . Cukup jelas
Pasal 15 . Cukup jelas
Pasal 16 . Cukup jelas
Pasal 17 . Cukup jelas
Pasal 18 . Cukup jelas
Pasal 19 . Cukup jelas
Pasal 20 . Cukup jelas
Pasal 21 . Cukup jelas
Pasal 22 . Cukup jelas
Pasal 23 . Cukup jelas
Pasal 24 . Cukup jelas
Pasal 25 . Cukup jelas
Pasal 26 . Cukup jelas
Pasal 27 . Cukup jelas
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Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 21

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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